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ABSTRACT 
 Article 22 of Law No. 1/1974 on Marriage states that “a marriage can be 
cancelled when the parties concerned does not fulfill the requirements for a 
marriage. ”When one or some of the requirements is missing, the marriage is 
invalid. The forgery of identity, especially of the status of the groom or bride -to-
be, for getting married commonly occur today, and the incidence of forgery can 
happen anywhere. One of the examples about the forgery of identity in marriage 
which causes the cancellation by the Religions Court Class IA, Medan, is the case 
No. 435/Pdt.G/2013/PA.Mdn. Therefore, it is necessary to study the responsibility 
of P3N (Assistant Registrar of Marriages) since there is a complaint about 
marriage cancellation because of forgery of identity, the judge’s consideration in 
the Religious Court, Medan, on marriage cancellation, and legal consequence of 
the marriage cancellation according to the Verdict No. 435/Pdt.G/2013/PA.Mdn. 
PPN (Registrar of Marriages) and P3N (Assistant Registrar of Marriages) had 
the authority/responsibility to forestall or to cancel a marriage which did not 
fulfill the requirements, including the forgery of identity of groom or bride-to-be. 
When the P3N violated this regulation, he could be charged with criminal 
proceedings as the collaborator of forging of document. Legal consequences of 
marriage cancellation were as follows: first, the cancellation of the Book of 
Marriage Certificate No. 609/73/VII/2012 on July 20, 2012; secondly, there was 
no iddah for a wife whose marriage was cancelled; thirdly, joint property was 
owned by each party, the child was considered legitimate and had the right to be 
taken care of (hadhanah) by the father, and had the right to have guardianship 
and to be an heir.  
Keywords: Legal Consequence, Marriage Cancellation, Forgery of Identity. 
I. Pendahuluan 
 Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, 
pentingnya arti dan tujuan perkawinan maka segala sesuatu yang berkenaan 
dengan perkawinan di Indonesia diatur oleh hukum Islam dan hukum negara 
dengan terperinci dan lengkap. Suatu perkawinan adalah sah baik menurut hukum 
agama maupun hukum negara bilamana dilakukan dengan memenuhi segala 
rukun dan syaratnya serta tidak melanggar larangan perkawinan. Apabila terjadi 
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suatu perkawinan yang melanggar larangan perkawinan atau tidak memenuhi 
syarat dan rukunnya maka perkawinan tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan.
1
 
 Salah satu contoh kasus pembatalan perkawinan karena pemalsuan 
identitas dalam perkawinan adalah perkara Nomor 435/Pdt.G/2013/PA.Mdn. 
Dalam perkara tersebut, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) menemukan kejanggalan 
mengenai status SW, di mana sebenarnya adalah seorang janda namun dalam akta 
nikah tertulis berstatus gadis, demikian juga dengan model N1, N2 dan N3 tidak 
sesuai dengan domisili yang sebenarnya, selain itu wali yang menikahkan WBS 
dan SW tersebut diakui sebagai wali nasab tapi ternyata Pembantu Pegawai 
Pencatat Nikah (P3N), sehingga dianggap tidak sesuai hukum syariat Islam.  
 Pegawai Pencatat Nikah (PPN)  Medan Kota beranggapan bahwa 
perkawinan yang telah dilakukan WBS dan SW tersebut tidak sesuai dengan 
syariat Islam, karenanya Pegawai Pencatat Nikah (PPN)  Medan Kota tersebut 
merasa berkewajiban untuk membatalkan perkawinan yang telah dilangsungkan 
pada tanggal tanggal 19 Juli 2012, dan menjadi alasan atau dasar tuntutan 
pembatalan perkawinan adalah adanya pemalsuan identitas. 
 Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana tanggung jawab Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dengan 
adanya gugatan pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas? 
2. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Medan terhadap 
pembatalan perkawinan dalam putusan nomor 435/Pdt.G/2013/PA Medan? 
3. Bagaimana akibat hukum dengan adanya pembatalan perkawinan pada 
putusan nomor 435/Pdt.G/2013/PA Medan 
 Sesuai dengan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini 
adalah : 
1. Untuk mengetahui tanggung jawab Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) 
dengan adanya gugatan pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas. 
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Medan terhadap 
pembatalan perkawinan dalam putusan nomor 435/Pdt.G/2013/PA Medan. 
                                                 
1
 Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se Indonesia III, Masail Asasiyyah 
Wathaniyyah (Masalah Strategis Kebangsaan), Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah (Masalah Fiqih 
Kontemporer), Masail Qanuniyyah (Hukum Dan Perundang-Undangan), (Jakarta: Majelis Ulama 
Indonesia, 2009), hlm.98. 
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3. Untuk mengetahui akibat hukum dengan adanya pembatalan perkawinan pada 
putusan nomor 435/Pdt.G/2013/PA Medan. 
II. Metode Penelitian 
 Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan jenis penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sumber data 
yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari: 
1. Bahan hukum primer yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan 
utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini di antaranya adalah Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam 
dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan 
disebabkan adanya pemalsuan identitas. 
2. Bahan hukum sekunder yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer 
dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, 
seperti hasil-hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari para ahli hukum, 
serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan masalah pembatalan 
perkawinan disebabkan adanya pemalsuan identitas. 
3. Bahan hukum tertier yang memberikan informasi tentang bahan hukum 
primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, surat kabar, 
makalah yang berkaitan dengan objek penelitian.
2
 
III. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
A. Tanggung Jawab Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Dengan 
Adanya Gugatan Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas 
 Menurut Undang-Undang Perkawinan sahnya suatu perkawinan diukur 
dengan terpenuhinya ketentuan-ketentuan hukum agama yang dipeluk para calon 
pengantin. Perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan 
itu adalah sah menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang perkawinan. Sedang pencatatan perkawinan sendiri bersifat administratif. 
Suatu perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan di KUA mengurangi sahnya 
suatu perkawinan. Namun perlu diketahui bahwa terpenuhinya syarat-syarat 
perkawinan perlu penilaian-penilaian oleh pejabat yang berwenang. 
                                                 
2
 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Juritmetri, (Jakarta: 
Ghalia Indonesia, 1990), hlm.53. 
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 Pencatatan perkawinan merupakan persyaratan administrasi, tidak bedanya 
dengan pencatatan peristiwa kelahiran dan kematian. Pemenuhan syarat-syarat 
perkawinan sebagai penjabaran dari “dilakukan menurut hukum agama” 
disamping menjadi tanggungjawab calon pengantin (dan masyarakat), juga 
menjadi tanggung jawab pemerintah. Sehingga selain mencatat, tugas pokok 
Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah melaksanakan tugas PPN di Kantor Urusan 
Agama dan memberi mandat kepada Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan 
dalam melaksanakan tugasnya.  
 Tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Catatan Sipil, adalah 
meneliti apakah calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki telah 
memenuhi syarat-syarat agama, syarat-syarat negara untuk melangsungkan 
perkawinan sebagaimana ditetapkan oleh hukum agama dan Undang-Undang. 
Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di KUA meneliti lebih lanjut syarat-syarat dalam 
perkawinan yang dilakukan menurut hukum Islam maupun syarat-syarat dalam 
ketentuan perundangan dan menandatangani Surat Nikah.
3
  
 Dengan demikian perkawinan yang akan dilaksanakan seharusnya telah 
melewati penelitian secara seksama oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah 
(P3N), apabila ada keganjilan mengenai persyaratan menurut hukum agama 
maupun hukum positif seharusnya pihak P3N yang mengetahui pertama kali. 
Karena itu, apabila P3N melakukan suatu tindakan yang menyebabkan syarat-
syarat ketentuan Agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
maka P3N seharusnya turut bertanggung jawab secara hukum karena 
kewenangannya menyebabkan perkawinan yang tidak memenuhi syarat baik 
secara agama maupun hukum positif dapat berlangsung. 
 Faktor yang menjadi dasar terjadinya batal, fasad, atau fasakhnya 
perkawinan adalah syarat dan rukun. “Rukun” yaitu sesuatu yang mesti ada yang 
menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk 
dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti adanya calon pengantin laki- laki dan 
perempuan dalam perkawinan. Sedangkan “Syarat” yaitu sesuatu yang mesti ada 
yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu 
                                                 
3
 Hasil wawancara dengan Bapak Efendi Rambe, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah 
(P3N) Kelurahan Simpang Selayang Medan, tanggal 13 Desember 2014. 
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tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti dalam Islam, calon 
pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam.
4
 
 Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang 
menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua 
kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan 
sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun 
dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila 
keduanya tidak ada atau tidak lengkap.
5
 
 Sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan P3N terkait pelayanan 
pendaftaran, pemeriksaan dan pengawasan nikah, maka: 
1. Proses pendaftaran nikah pada prinsipnya setelah calon mempelai memenuhi 
persyaratan sesuai dengan ketentuan yang dibuktikan dengan pengisian model 
N1 sampai dengan N7, kemudian berkas tersebut dibawa ke KUA untuk 
pemberitahuan kehendak nikah. 
2. Pemeriksaan nikah ini dilakukan untuk meneliti kelengkapan persyaratan 
yang telah diajukan oleh calon mempelai kepada Penghulu. 
3. Penolakan kehendak nikah ini, biasanya terjadi setelah diadakannya 
pemeriksaan nikah dan ternyata tidak memenuhi persyarataan yang telah 
ditentukan, baik persyaratan menurut hukum munakahat maupun menurut 
peraturan perundang-undangan, maka Penghulu dan P3N harus 
memberitahukan kekurangan persyaratan itu dengan menggunakan Formulis 
model N8. Apabila persyaratan tidak dilengkapi, maka PPN memberikan 
penolakan pernikahan menggunakan formulir model N9.  
 Dari uraian tersebut tampak bahwa P3N mempunyai tugas untuk turut 
mengawasi dan memeriksa seluruh persyaratan kedua calon mempelai, maka 
apabila sampai ada tuntutan pembatalan perkawinan, yang telah dilaksanakan di 
hadapan P3N, P3N seharusnya turut mendapat sanksi atas kelalaiannya 
melangsungkan perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan. 
                                                 
4
 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media 
Group, 2006), hlm.45-46. 
5
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan 
Undang-Undang Perkawinan, Cet. 2, (Jakarta: Prenada Media, 2007), hlm.59. 
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 Apabila terjadi pemalsuan identitas atau sebenarnya P3N mengetahui 
status sebenarnya dari calon mempelai namun tetap saja melangsungkan 
perkawinan, maka P3N tersebut dapat dipidanakan menurut ketentuan Pasal 45 
Undang-Undang Perkawinan, dan juga dapat dituntut atas tuduhan turut serta 
melakukan pemalsuan surat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 266 KUHP. 
B. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan Terhadap 
Pembatalan Perkawinan Dalam Putusan Nomor 435/Pdt.G/2013/PA 
Medan  
 Kasus pembatalan perkawinan dalam perkara ini bermula dari gugatan 
Pejabat Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana ternyata dalam register perkara nomor 
435/Pdt.G/2013/PA-Mdn tanggal 19 Agustus 2013. Dimana  dalam perkara 
tersebut, NS (Pejabat Pencatat Nikah) Kecamatan Medan Kota sebagai 
Penggugat, melawan WBS sebagai Tergugat I dan SW sebagai Tergugat II. 
 Dalam gugatannya, Penggugat menyatakan Tergugat I dan Tergugat II 
telah melaksanakan pernikahan pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 berdasarkan 
kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kota Medan 
tanggal 20 Juli 2012. Penggugat menemukan kejanggalan status Tergugat II, di 
mana sebenarnya Tergugat II berstatus janda ternyata dalam akta nikah tertulis 
berstatus gadis. Penggugat juga menemukan bahwa Model N1, N2, N4 tidak 
sesuai dengan domisili yang sebenarnya, sehingga terjadi pemalsuan data. Selain 
itu, wali yang menikahkan Tergugat I dengan Tergugat II tidak sesuai dengan 
hukum syariat Islam, dengan alasan wali nikah tersebut bukan ayah kandung 
Tergugat II. Karena itu sebagai Pejabat Pencatat Nikah (PPN), Penggugat merasa 
berkewajiban untuk membatalkan pernikahan Tergugat I dan Tergugat II dengan 
alasan yang telah dikemukakan tersebut di atas.  
 Dalam gugatannya, Penggugat memohon Ketua Pengadilan Agama cq. 
Majelis Hakim untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil Penggugat 
dan para Tergugat untuk seterusnya menjatuhkan putusan yang salah satu amar 
putusannya adalah membatalkan pernikahan Tergugat I dan Tergugat II yang 
dilangsungkan pada tanggal 19 Juli 2012 di Medan, serta membatalkan demi 
hukum Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 609/73/VII/2012 tertanggal 20 Juli 
2012 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota tidak 
berkekuatan hukum. 
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 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti 
tersebut di atas. Bahwa Penggugat adalah Pejabat Pencatat Nikah (PPN) 
Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, dengan demikian sesuai Pasal 23 Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 73 huruf c dan d 
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penggugat adalah pihak yang berhak dan 
berkepentingan mengajukan perkara ini (Persona standi in judicio). 
 Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah 
Penggugat menggugat agar Pengadilan Agama Medan membatalkan perkawinan 
Tergugat I dengan Tergugat II yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2012 di 
Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan sekaligus menyatakan bahwa Kutipan 
Akta Nikah Nomor 609/73/VII/2012 tertanggal 20 Juli 2012 yang dikeluarkan 
oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota, Kota Medan tidak 
berkekuatan hukum dengan alasan karena pernikahan tersebut tanpa prosedur 
yang benar yakni terjadinya penipuan data calon dan tidak sesuai dengan hukum 
syariat Islam sebagaimana dalam duduknya perkara.  
 Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya mengakui telah 
melangsungkan pernikahan dengan Tergugat I pada tanggal 19 Juli 2012 di 
Kecamatan Medan Kota, dengan berwalikan P3N wilayah Kecamatan Medan 
Helvetia (NH bin MH), Tergugat II mengakui ketika diadakan pemeriksaan ulang 
ketika akan dilangsungkan pernikahan tersebut menyatakan statusnya sebagai 
seorang gadis, padahal senyatanya janda cerai, demikian juga menurut Tergugat II 
bahwa Tergugat I dalam pengakuannya berstatus sebagai lajang, sementara 
senyatanya statusnya adalah duda. 
 Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan pengakuan 
Tergugat II serta dikaitkan dengan bukti-bukti di persidangan ditemukan fakta-
fakta sebagai berikut: 
1. Bahwa Tergugat I dengan Tergugat II telah melaksanakan pernikahan di 
rumah P3N atas nama NH bin MH pada tanggal 19 Juli 2012 di daerah 
Kecamatan Medan Helvetia. 
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengadakan pemalsuan data dalam 
mengisi surat-surat persyaratan untuk menikah (N-1, N-2 dan N-4). 
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 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti bahwa 
pernikahan antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah pernikahan yang 
dilakukan berdasarkan pemalsuan/penipuan data, yakni data status Tergugat I 
yang seharusnya duda dibuat dengan status jejaka, Tergugat II seharusnya janda 
cerai dibuat dengan status gadis, wali nikah di dalam surat tersebut dinyatakan 
wali nasab (ayah kandung) padahal P3N (wali hakim). 
 Menimbang, bahwa karena pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II bila 
dikaitkan dengan proses administrasi pelaksanaan pernikahan sebagaimana 
tersebut di atas, ternyata Tergugat I dengan Tergugat II telah merekayasa status 
Tergugat I dan Tergugat II serta wali nikah sebagaimana dalam surat model N-1, 
N-2 dan N-4, dengan demikian pernikahan tersebut telah melanggar prosedur 
administrasi dan tidak memenuhi rukun nikah, sebagaimana dimaksud Pasal 14 
Kompilasi Hukum Islam. 
 Menimbang, bahwa sejalan dengan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim 
sependapat dengan kaidah fikih dan doktrin pakar hukum sebagai berikut: 
1. “Seseorang yang melaksanakan akad nikah tetapi kurang atau tidak 
terpenuhinya sebagian syarat-syaratnya, maka fasidlah nikahnya itu” 
(Bughyah al-Mustarsyidin halaman 214). 
2. “Sesuatu yang disyaratkan dengan beberapa syarat, salah satu syarat tidak 
ada, maka tidak ada pula sesuatu itu“ (Asjmuni A. Rahman, 1976: 109). 
 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum 
tersebut di atas, maka pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II terbukti telah 
dilaksanakan tanpa memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya 
berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
jo. Pasal 73 huruf c dan d Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pernikahan 
tersebut dapat dibatalkan. 
 Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan tersebut dibatalkan, maka 
Kutipan Akta Nikah Nomor 609/73/VII/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor 
Urusan Agama Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan tanggal 20 Juli 2012 
dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, tidak mengikat pihak-pihak yang 
bersangkutan, dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan. 
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 Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahan kedua dengan 
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam 
perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya. 
 Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nash 
syar’i yang berkenaan dengan perkara ini, mengadili: 
1. Mengabulkan gugatan Penggugat. 
2. Membatalkan pernikahan Tergugat I (WBS) dengan Tergugat II (SW) yang 
dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 di Medan. 
3. Menyatakan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 609/73/VII/2012 tanggal 20 
Juli 2012 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota, 
Kota Medan tidak mempunyai kekuatan hukum. 
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini 
sebesar Rp 1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah).  
C. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Pada Putusan Nomor 
435/Pdt.G/2013/PA Medan 
 Implikasi dari pembatalan perkawinan antara lain perkawinan yang telah 
dibatalkan tidak akan mendapatkan akta cerai, hanya berupa surat putusan bahwa 
pernikahannya dibatalkan. Dan akta kelahiran si anak tidak dibatalkan walaupun 
antara ibu dan bapak telah dibatalkan perkawinannya. Hal tersebut menunjukkan 
bahwa perkawinannya dibatalkan oleh hukum dan tidak dinyatakan sebagai akta 
cerai. Karena dianggap bahwa kedua belah pihak tidak pernah melakukan 
perkawinan, sehingga pihak pengadilan hanya mengeluarkan surat pernyataan 
pembatalan perkawinan bukan akta cerai. Selain itu status hukum suami istri 
menjadi kembali seperti semula seperti sebelum melakukan perkawinan. 
 Adanya pembatalan perkawinan dalam kasus antara WBS dan SW 
berakibat kedudukan WBS dan SW tidak mempunyai hubungan ikatan 
perkawinan sejak perkawinan mereka dilangsungkan dan harus hidup terpisah. 
Karena menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan tersebut dapat 
dibatalkan karena dilangsungkan tidak oleh wali yang berhak dan adanya 
pemalsuan status perkawinan sebelumnya. Jadi putusan pengadilan berlaku surut 
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terhadap perkawinan yang dilaksanakan oleh WBS dan SW, maksudnya tidak lain 
adalah perkawinan WBS dan SW sejak semula dianggap tidak pernah terjadi 
suatu perkawinan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-
undang Perkawinan jo. Pasal 74 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa 
keputusan pembatalan perkawinan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan, dan 
diharamkan bagi mereka untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri. 
 Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap 
harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan 
lain yang lebih dahulu. Pembahasan mengenai harta yang ada pada dan sebelum 
perkawinan serta setelah pembatalan perkawinan merupakan masalah yang perlu 
mendapatkan pemahaman mendalam, karena ini salah satu hal yang menyangkut 
perlindungan hak dan kewajiban para pihak. 
 Akibat pembatalan perkawinan terhadap harta benda perkawinan adalah 
harta suami dan harta istri tetap dalam keadaan terpisah, baik harta bawaannya 
masing-masing atau harta yang diperoleh oleh salah seorang suami isteri atas 
usahanya sendiri-sendiri maupun harta hibah yang diperoleh oleh salah seorang 
mereka karena hadiah atau hibah atau warisan sesudah mereka terikat dalam 
hubungan perkawinan. 
 Anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang telah dibatalkan tidak 
berlaku surut, sehingga dengan demikian anak-anak ini dianggap sah. Menurut 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak-anak yang 
dilahirkan itu mempunyai status hukum yang jelas sebagai anak yang sah dari 
kedua orang tuanya yang perkawinannya dibatalkan dan sepatutnya mendapatkan 
perlindungan hukum. Sebagai konsekuensi dari diakuinya anak itu sebagai anak 
yang sah bagi ayahnya, maka ia berhak mewarisi harta ayah kandungnya tersebut. 
 Ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam 
atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Akibat yang berhubungan dengan anak, 
kedudukan anak yang perkawinan orang tuanya dibatalkan adalah sebagai anak 
yang sah dari kedua orang tuanya yang perkawinannya dibatalkan. Jadi, bagi 
anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan dapat mewarisi dari 
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ayahnya maupun ibunya dan juga anak itu mempunyai hubungan kekeluargaan 
dengan keluarga si ayah ataupun ibu.  
 Akibat batalnya perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam 
Pasal 75 dan Pasal 76. Dan Pasal 75 yang menyebutkan bahwa, putusan 
pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap perkawinan yang batal 
karena salah satu dari suami atau isteri murtad dan Anak-anak yang dilahirkan 
dari perkawinan, sedangkan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan 
bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum 
antara anak dengan orang tuanya 
IV. Kesimpulan Dan Saran 
A. Kesimpulan 
1. Tanggung jawab Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Pembantu Pegawai 
Pencatat Nikah (P3N) sesuai dengan ketentuan Pasal 23 UUP dan Pasal 73 
KHI, berwenang/bertanggung jawab untuk mencegah maupun membatalkan 
perkawinan yang diketahui tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan 
termasuk dalam hal ini terjadi pemalsuan identitas dari calon pengantin. Oleh 
sebab itu, apabila P3N melakukan tindakan pelanggaran terhadap ketentuan 
tersebut, terhadap P3N dapat dilakukan penuntutan secara pidana atas 
tuduhan turut serta melakukan pemalsuan surat sebagaimana ditentukan 
dalam Pasal 266 KUHP serta dapat ditarik/dicabut kewenangannya sebagai 
P3N oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah).    
2. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Medan dalam putusan nomor 
435/Pdt.G/2013/PA Medan adalah berdasarkan perkawinan yang dilakukan 
tanpa memenuhi persyaratan yang diatur oleh undang-undang, pernikahan 
tersebut telah melanggar prosedur administrasi dan tidak memenuhi rukun 
nikah sebagaimana dimaksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu 
dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menggunakan ketentuan Pasal 
22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 71 
Kompilasi Hukum Islam sehingga pernikahan tersebut dapat dibatalkan. 
Tentang putusan majelis hakim, adalah sudah tepat yaitu membatalkan 
perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II, karena tidak terpenuhinya 
persyaratan dan rukun perkawinan. Dalam pembatalan perkawinan tersebut 
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Majelis Hakim menggunakan pertimbangan bahwa pernikahan antara 
Tergugat I dengan Tergugat II adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan 
pemalsuan/penipuan data status perkawinan para pihak, serta wali nikah di 
dalam surat tersebut dinyatakan wali nasab (ayah kandung) padahal P3N 
(wali hakim). Hanya saja, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dalam perkara 
tersebut hanya menggugat untuk membatalkan perkawinan, namun tidak turut 
menjadikan P3N sebagai petugas yang berwenang untuk turut bertanggung 
jawab secara hukum sehingga hakim dalam putusannya tidak menyertakan 
ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 
karena menurut ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR telah mengatur bahwa 
hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta, atau 
mengabulkan lebih dari apa yang diminta/digugat. Berdasarkan pertimbangan 
hukum tersebut majelis hakim sudah tepat dalam memutuskan pembatalan 
perkawinan akibat adanya pemalsuan identitas, karena tidak memenuhi syarat 
dan rukun perkawinan sehingga perkawinan tersebut tidak sah menurut 
hukum agama maupun hukum formal dan sudah seharusnya dibatalkan.    
3. Akibat hukum pembatalan perkawinan dengan adanya putusan nomor 
435/Pdt.G/2013/PA Medan tentang pembatalan perkawinan adalah, pertama 
pencabutan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 609/73/VII/2012 tertanggal 20 
Juli 2012, kedua tidak menimbulkan masa iddah bagi istri yang 
perkawinannya dibatalkan, ketiga terhadap harta kekayaan tetap dikuasai oleh 
masing-masing pihak, keempat terhadap anak-anak yang dilahirkan tetap 
dianggap anak yang sah serta berhak mendapat biaya pemeliharaan 
(hadhanah) dari ayah, hak mendapatkan perwalian dan mewarisi harta ayah 
ibunya. 
B. Saran 
1. Perlu adanya pembenahan serta pembinaan yang intensif oleh instansi 
pemerintah terkait dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) terhadap 
pelaksanaan tugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) di wilayah 
Desa/Kelurahan setempat sehingga dalam melaksanakan tugas dan 
wewenangnya P3N dapat lebih teliti serta waspada terhadap adanya 
Yunesia Pingkanita Pelawi  -  13 
 
kemungkinan pemalsuan identitas atau status perkawinan dari calon suami 
istri yang akan menikah. 
2. Seharusnya Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak cukup hanya menggugat 
pembatalan perkawinan yang didasari karena adanya pemalsuan identitas 
status perkawinan sebelumnya atau mengenai tidak adanya wali nasab yang 
sah saja. Untuk menimbulkan efek jera dan untuk meningkatkan kehati-hatian 
bagi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dalam melaksanakan tugas 
dan wewenangnya, seharusnya baik Pegawai Pencatat Nikah (PPN) maupun 
Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) lebih memperketat dalam 
mengadakan pemeriksaan data-data sebelum dilakukan perkawinan yakni 
mengenai status dan keabsahan data masing-masing pihak, seperti status dari 
calon pasangan masing-masing, baik status calon suami masih jejaka atau 
duda dan status calon istri masih perawan atau janda. Pemeriksaan ini 
dilakukan agar tidak terjadi adanya pelanggaran hukum dalam perkawinan, 
sehingga apabila suatu perkawinan tidak memenuhi syarat dan rukunnya 
dapat dilakukan pencegahan perkawinan yang lebih baik dari pada 
pembatalan perkawinan yang terlanjur telah terjadi.  
3. Seharusnya dalam putusan Hakim Pengadilan Agama, selain memutuskan 
mengenai pembatalan perkawinan, juga harus memutuskan mengenai nasib 
dari anak hasil perkawinan yang dibatalkan seperti penetapan wali dari anak 
tersebut, juga mengenai kewajiban pemeliharaan anak hasil dari perkawinan 
yang dibatalkan, dengan demikian hak-hak anak yang dilahirkan dari 
perkawinan yang dibatalkan akan lebih terjamin dan terlindungi secara 
hukum.  
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